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THE POTENTIAL ANALYSIS OF STREET LIGHTING TAX  
FOR LOCAL INCOME  
OF TANA TORAJA REGENCY 
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Rusman Thoeng 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar jumlah potensi Pajak Penerangan 
Jalan di Kabupaten Tana Toraja, sistem pemungutan Pajak Penerangan Jalan, 
kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah, efektifitas 
pemungutan, serta prospek penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Penelitian ini 
menggunakan teknik pengumpulan data berupa tinjauan kepustakaan. Hasil 
perhitungan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa 
potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tana Toraja belum tercapai secara 
optimal. Sistem pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang diberlakukan oleh 
pihak DPPKAD Tana Toraja yaitu withholding system dengan PT. PLN sebagai 
wajib pungut. Untuk tahun 2009-2013 kontribusi Pajak Peneranan Jalan terhadap 
Pendapaten Asli Daerah terus berfluktuatif. Efektifitas Pajak Penerangan Jalan 
menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan 
belum efektif. Analisis trend menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Penerangan 
Jalan akan terus mengalami peningkatan. 
 
Kata Kunci: Analisis Potensi, Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah  
 
This research aims to determine number of Street Lighting Tax in Tana Toraja 
Regency, Street Lighting Tax collection system, Street Lighting Tax contribution to 
Local Income, the effectiveness of the collection, and the prospect of Street 
Lighting Tax revenue. Methode this research using collecting data technique with 
literature review. Result of analytical potential income calculations indicate that the 
potential of Street Lighting Tax in Tana Toraja Regency is not optimal. System of 
Street Lighting Tax collection by DPKAAD of Tana Toraja with PT. PLN as 
mandatory collection called withholding system. For the years 2009-2013 the 
contribution of Street Lighting Tax on Local Income is fluctuate. The effectiveness 
shows that the collection and management of Street Lighting Tax have not been. 
Trend analysis shows that Street Lighting Tax revenue will continue to increase. 
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1.1 Latar Belakang 
       Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah 
untuk mensejahterakan rakyat. Pembangunan diupayakan berjalan secara 
seimbang, selaras, dan saling menunjang antar satu bidang dengan bidang 
lainnya. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah 
dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber yang ada dan 
membentuk suatu pola kemitraan untuk mencapai suatu lapangan kerja baru dan 
merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Salah satu bidang yang 
dapat memberi peran dan andil yang cukup signifikan terhadap indikasi 
pencapaian tujuan pembangunan adalah bidang keuangan.  
       Pencapaian tujuan pembangunan akan menimbulkan kemandirian 
pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemandirian 
pembangunan tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah 
Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Pemerintah Pusat dengan segala kebijakan yang ada. Kebijakan 
tentang keuangan daerah ditempuh oleh Pemerintah Pusat agar Pemerintah 
Daerah dapat meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan 
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya. Hal ini sesuai 
dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, 
serta mempercepat tercapainya kemandirian Kabupaten/Kota khususnya pada 
bidang pendanaan.  
       Pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari sumber dana 





indikator menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan 
harus ditingkatkan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diupayakan dalam 
pembiayaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah secara efektif 
sejalan dengan pengelolaan keuangan negara. 
       Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah 
yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk 
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada 
kenyataannya, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pandapatan dan 
Belanja Daerah masih minim. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketergantungan 
Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih cukup besar. Untuk 
mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat, 
maka Pemerintah Daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, 
salah satunya melalui penggalian potensi Pajak Daerah. 
       Tana Toraja merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Propinsi 
Sulawesi Selatan. Kabupaten ini terus mengalami peningkatan di berbagai sektor 
seperti peningkatan penduduk, objek wisata, dan tempat hiburan. Peningkatan di 
beberapa sektor tersebut sejalan dengan pemakaian listrik di Kabupaten Tana 
Toraja, yang kemudian berdampak pada peningkatan potensi Pajak Penerangan 
Jalan. Pajak Penerangan Jalan merupakan Pajak yang sangat bergantung kepada 
penarikan pembayaran rekening listrik yang dipungut oleh PLN. Besar kecilnya 
Pajak Penerangan Jalan ditentukan oleh beberapa faktor, seperti besarnya 
kemampuan pelanggan listrik, jumlah pelanggan listrik selain dari yang dihasilkan 
PLN, dan tingkat kolektibilitas dari pihak PLN. Sebagai penyumbang Pajak Daerah 
terbesar pengelolaan Pajak Penerangan Jalan harus dilkukan dengan baik sesuai 
dengan tujuan penarikan pajak tersebut. Menjadi menarik bagi peneliti untuk 





tersebut, mengingat masih banyak daerah di Kabupaten Tana Toraja yang belum 
menikmati fasilitas penerangan jalan. Berbicara mengenai potensi berarti kita 
berbicara mengenai tingkat efektikitas, apakah potensi itu sudah efektif atau tidak 
dalam pemungutannya. Selain itu peneliti juga tertarik untuk memprediksi berapa 
besar prospek penerimaan Pajak Penerangan Jalan di kabupaten tersebut 
beberapa tahun ke depan.  Berdasarkan keterangan di atas, maka peneliti tertarik 
untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Analisis Potensi Pajak 
Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana 
Toraja”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut:  
1. Berapa Potensi Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Tana 
Toraja? 
2. Berapa kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli 
Daerah dan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tana Toraja? 
3. Bagaimanakah tingkat efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten 
Tana Toraja?  
4. Bagaimankah prospek penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupatan 
Tana Toraja? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
       Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 





1. Untuk mengetahui potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tana 
Toraja. 
2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah dan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tana 
Toraja. 
3. Untuk mengetahui efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tana 
Toraja. 
4. Untuk mengetahui gambaran prospek penerimaan Pajak Penerangan Jalan 
di Kabupaten Tana Toraja. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis 
maupun manfaat secara praktis. Manfaat secara teoretis, dapat menambah 
perbendaharaan penelitian yang telah ada atau bahan pustaka serta dapat 
menjadi referensi atau acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya. Selain 
itu, memperkaya khasanah keilmuan dengan penelitian sejenis ini dapat 
digunakan sebagai bahan dokumentasi perbandingan penelitian selanjutnya. 
       Manfaat secara praktis, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah 
setempat dalam menentukan pola kebijakan dalam rangka peningkatan sumber 
penerimaan Pajak Daerah, khususnya Pajak Penerangan Jalan. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
       Sistematika penulisan yang digunakan untuk lebih memahami masalah dalam 





 Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan secara singkat 
mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
 Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini berisikan teori-teori yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti, kerangka pemikiran teoretis, 
kegunaan penelitian, dan ringkasan penelitian terdahulu.  
 Bab III merupakan metode penelitian. Bab ini berisikan penjelasan tentang 
rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber 
data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang dilakukan.  
       Bab IV merupakan pembahasan. Bab ini berisikan penjelasan tentang 
deskripsi data dan pembahasan.  
       Bab V merupakan penutup. Bab ini berisikan penjelasan tentang kesimpulan, 




















2.1  Konsep Pajak  
2.1.1   Pengertian Pajak 
       Definisi perpajakan berbeda-beda berdasarkan pandangan masing-masing 
orang, namun pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama. Beberapa 
pengertian mengenai pajak menurut para ahli perpajakan antara lain: 
       Beaulieu (1906) dalam Brotodihardjo (2003:3) mengatakan “pajak adalah 
bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan 
publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”. 
Adriani (1991) dalam Brotodihardjo (2003:2) mendefinisikan pajak sebagai 
berikut. 
       Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang yang wajib   
membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi 
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang 
menyelenggarakan pemerintahan. 
 
Senada dengan itu Resmi (2003:2) dalam bukunya mengatakan. 
       Pajak dipungut oleh negara baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah  Daerah 
berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, 
dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari 
pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publict 
investment. 
 
 Pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa 
“pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh 
penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah 
sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya”. 





mengatakan “pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan 
undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik 
yang langsung dan dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum”.  
 
2.1.2  Tujuan dan Fungsi Pajak  
       Tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya 
ekonomi suatu negara dengan maksud untuk membatasi konsumsi dan dengan 
hal tersebut bisa mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan 
pemerintah sehingga memungkinkan adanaya investasi pemerintah, untuk 
memodivikasi pola investasi, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, serta 
untuk memobilisasi surplus ekonomi. (Seligman (1925) dalam Brotodihardjo, 
2003:1).  
       Dalam pencapaian tujuan negara, pemerintah perlu memegang asas-asas 
pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya sehingga diperoleh 
keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih 
diperlukan. Waluyo (2008:13) menjelaskan beberapa syarat yang penting untuk 
diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak, diantaranya yaitu:  
1. Equity 
       Keadilan merupakan salah satu asas yang sering kali menjadi pertimbangan 
penting dalam memilih policy option yang ada dalam membangun sistem 
perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya 
merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara 
adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. 
a. Pendekatan Keadilan 
       Asas equity mengatakan bahwa pajak itu harus bersifat adil dan merata, 





kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat 
yang diterima dari negara. 
b. Asas Keadilan dalam Pajak Penghasilan 
       Keadilan dalam Pajak Penghasilan terdiri dari keadilan horizontal dan 
keadilan vertikal. Suatu pungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horizontal 
apabila Wajib Pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama. 
Sedangkan asas keadilan vertikal terpenuhi ketika Wajib Pajak memiliki 
tambahan kemampuan ekonomi yang berbeda diperlakukan tidak sama. 
2. Asas Revenue Productivity 
       Asas ini merupakan asas yang lebih terfokus pada pemerintah sehingga 
asas ini bagi pemerintah dianggap sebagai asas yang sangat penting. Dalam hal 
pajak sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai 
pembangunan, maka dalam pemungutannya harus selalu memegang teguh asas 
produktifitas penerimaan, tetapi hendaknya dalam implementasinya tetap harus 
diperhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi 
sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. 
3. Asas Easy of Administration 
       Asas ini sangat penting baik untuk petugas pajak maupun Wajib Pajak. 
Prosedur pemungutan pajak yang rumit dapat menyebabkan Wajib Pajak enggan 
membayar pajak dan bagi petugas pajak, akan menyulitkan dalam mengawasi 
pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. 
a. Asas Certainty 
       Asas Certainty (kepastian) menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik 
bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat. Yang 
dalam hal ini, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya 





b. Asas Convenience 
       Asas Convenience (kemudahan/kenyamanan) menyatakan bahwa saat 
pembayaran, pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang 
menyenangkan/memudahkan Wajib Pajak, misalnya pada saat menerima gaji 
atau penghasilan lain. Asas ini juga bisa dilakukan dengan cara membayar 
terlebih dahulu pajak yang terutang selama satu tahun pajak secara berangsur-
angsur setiap bulan. 
c. Asas Efficiency 
       Asas efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi petugas pajak 
pemungutan, dimana pajak dikatakan efisien jika biaya pungutan pajak yang 
dilakukan lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi 
Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien ketika biaya yang harus 
dikeluakan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa 
seminimal mungkin. 
d. Asas Simplicity 
       Pada umumnya peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas dan 
mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu 
undang-undang perpajakan, harus diperhatikan juga asas kesederhanaan. 
e. Asas Neutrality 
       Asas neutrality mengatakan bahwa pajak harus bebas dari distorsi, baik 
distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor 
ekonomi lainnya. Artinya pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan 
masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan 
produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa serta tidak mengurangi 





       Dengan demikian, dapat diketahui bahhwa pajak diorientasikan kepada 
kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan 
kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut menjadikan manusia secara 
sadar dan sukarela untuk membayar sejumlah pajak yang terutang. 
Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetary (penerimaan) dan fungsi 
regulatory (mengatur). (Pudyatmoko, 2009:16): 
       1.Fungsi Anggaran 
          Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk 
memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam Kas Negara. Dalam hai ini 
fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat 
untuk dimasukkan ke dalam Kas Negara.  
       2.Fungsi Mengatur 
Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan diluar 
bidang keuangan. Sebagai fungsi regulatory, yaitu mengatur perekonomian guna 
menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi 
pendapatan serta stabilitas ekonomi. 
 
 
2.1.3 Pembagian Jenis Pajak 
       Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3, 
yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut 
lembaga pemungutnya. (Waluyo, 2008:12). 
1. Menurut Golongan 
       Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung 
dan pajak tidak langsung. 
a. Pajak Langsung 
       Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul 
atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau 
dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri 
oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam pengertian administratif, pajak 





       Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh 
pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. 
b. Pajak Tidak Langsung 
       Dalam pengertian ekonomi pajak tidak langsung adalah pajak yang pada 
akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. 
Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung terjadi jika 
terjadi suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya 
pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. 
       Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama. 
2. Menurut Sifatnya 
       Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak 
Subjektif dan Pajak Objektif. 
a. Pajak Subjektif 
       Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
       Contoh: Pajak Penghasilan. 
b. Pajak Objektif 
       Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
       Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Barang Mewah. 
3. Menurut Lembaga Pemungut 
       Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak 
Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. 
a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang 
penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan 





       Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
b. Pajak Daerah, yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti 
propinsi, kabupaten maupun kota berdasarkan Peraturan Daerah masing-
masing dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah 
masing-masing. Pajak Daerah terdiri dari: 
1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) 
       Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak 
Rokok. 
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) 
       Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 
Penerangan Jalan. 
 
2.1.4 Asas-Asas Pemungutan  
       Pemungutan pajak baik yang dikelolah oleh Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak 
(Waluyo, 2008:16) yaitu: 
1. Asas Kebangsaan 
       Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 
kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap 
orang yang mempunyai hubungan kebangsaan atas suatu negara yang 
bersangkutan tanpa memandang apakah bertempat tinggal di dalam negeri atau 







2. Asas Tempat Tinggal 
       Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh 
penghasilan. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang 
berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.  
3. Asas Sumber  
       Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 
penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan wilayah 
tempat tinggal wajib pajak. 
 
2.1.5 Teori-teori Pemungutan Pajak 
       Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:14) pemungutan pajak di 
masyarakat dibenarkan kerena mendasarkan pada beberapa teori pemungutan 
pajak antara lain: 
1. Teori Asuransi 
Dalam teori ini pemungut pajak dianalogikan dengan pembayaran premi 
asuransi. Dalam upaya terhindar dari ketidakpastian keselamatan masa depan, 
seseorang akan membayar premi asuransi sehingga ia dapat terlindungi. Dalam 
hubungan negara dan warganya, maka pajak dianggap sebagai pembayaran 
premi masyarakat yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik. 
2. Teori Daya Pikul 
Teori ini menekankan pada rasa keadilan, karenanya beban pajak haruslah adil 
bagi setiap orang. Pajak yang akan dibayar oleh seseorang akan dianggap 
sebagai beban yang harus dibayar oleh orang tersebut. Oleh karena itu, untuk 
memenuhi rasa keadilan, beban pajak tersebut harus sesuai dengan daya pikul 
seseorang. 
3. Teori Kepentingan 
Teori ini mengemukakan besarnya pajak diukur dengan besarnya kepentingan 
wajib pajak yang dilindungi. Sehingga lebih besar kepentingan yang dilindungi, 
maka lebih besar pajak yang harus dibayar. 
4. Teori Daya Beli 
Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyerap daya beli 
seseorang yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi 
sebenarnya uang yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat 
melalui saluran yang berbeda. Teori ini dapat dibenarkan karena sesuai dengan 
sifat pajak. 
5. Teori Bakti 
Teori ini memandang kepentingan negara berada di atas kepentingan warganya. 
Adalah kewajiban mutlak setiap warga negara untuk membuktikan baktinya 
sebagai warga negara terhadap negara. Atas dasar kepentingan negara, maka 






2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak 
       Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan 
besarnya penetapan pajak (Mardiasmo, 1995:8), dibagi atas: 
       1.Official Assesment System 
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan 
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 
dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, 
inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan 
aparatur perpajakan. Masyarakat (Wajib Pajak) baru akan mengetahui besarnya 
pajak yang harus dibayar setelah menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP). 
Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak 
bergantung pada aparatur perpajakan. 
       2. Self Assesment System 
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak untuk 
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan 
ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan 
kegiatan menghitung sepenuhnya ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap 
mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang 
berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya 
membayar pajak. Disini petugas pajak hanya bertugas memberikan penerangan 
dan pengawasan. 
       3.With Holding System 
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 
yang ditunjuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 
sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak 
ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden 
dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan 
mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Dengan 
demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak 




2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 
       Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang 
menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber 
dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi, dapat dikatakan bahwa 
Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah 
Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya 







2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah  
       Agar dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, Pemerintah 
Daerah perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Mengingat 
tidak semua pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah 
diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
       Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, 
menyebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi: 
a. Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang dikenakan pada semua objek 
pajak. Seperti: orang atau badan, bergerak atau tidak bergerak. 
b. Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan sebagai pembayaran 
atas pemakian jasa yang diberikan oleh daerah secara langsung dan 
nyata. 
c. Bagia Laba Badan Usaha Milik Daerah adalah penerimaan berupa 
bagian laba bersih Badan Usaha Miiik Daerah yang terdiri dari laba 
bersih Badan Pembangunan Daerah, bagian dari laba bersih 
Perusahaan Daerah. 
d. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah adalah penerimaan daerah dari 
dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan-penerimaan dari pajak 
dan retribusi daerah. Misalnya: penerimaan dari Dinas Pertanian, 
penerimaan dari Dinas Peternakan, dan lain-lain. 
e. Penerimaan Lain-Lain adalah penerimaan selain Pajak Daerah, Retribusi 





barang dinas. Misalnya: hasil penjualan barang milik daerah, penjualan 
barang-barang bekas, cicilan kendaraan roda empat dan roda dua, 
cicilan rumah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, dan lain-lain. 
 
2.3 Konsep Pajak Daerah 
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah 
Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah         
       Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 
kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 
 
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah 
       Adapun yang menjadi dasar hukum bagi pemungutan suatu Pajak Daerah 
terdapat pada: 
a. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945. 
b. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang No.12 tahun 2008. 
c. Undang-Undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No.41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.246, Tambahan 





d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
No.118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4138). 
e. Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. 
 
2.3.3 Tolok Ukur Menilai Pajak Daerah 
       Meskipun pemerintah memiliki kewenangan menetapkan Pajakan Daerah 
tetapi kelayakan pajak perlu diperhatikan. Nick Devas memberikan ketentuan 
dengan mengaatakan bahwa “Criteria for Evaluating Local Taxes: As a means of 
evaluating the present range of local taxes I shall use the following set of criteria” 
(Mustaqiem, 2008:61-62): 
1. Tax Yield (Aspek Perolehan Pajak) 
a. Hasil pajak cukup besar, pajak yang memberikan hasil yang kecil justru 
akan menimbulkan inefisiensi dan menciptakan perlawanan pajak. 
b. Hasilnya lebih pasti dan dapat diprediksi. Hasil pajak hendaknya relativ 
stabil, tidak berfluktuasi dari tahun ke tahun agar mudah dalam 
melakukan perencanaan belanja. 
c. Elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan 
kenaikan pendapatan. 
d. Perbandingan antara biaya pungut dengan hasil pajak. 
2. Equity (Aspek Keadilan) 






b. Horizontal equity, pajak yang dilakukan harus menciptakan keadaan 
horizontal yaitu mereka yang kondisi ekonominya sama memiliki beban 
pajak yang sama. 
c. Vertical equity, beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan 
masyarakat untuk membayar pajak, yang kaya harus membayar lebih 
tinggi daripada yang miskin. 
d. Benefit principle, mereka menikmati fasilitas publik secara lebih baik 
harus membayar pajak lebih tinggi. 
3. Economic Efficiency (Aspek Daya Guna Ekonomi) 
       Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumbar daya secara produktif 
dan tidak menganggu perekonomian. Sistem perpajakan hendaknya membarikan 
netralitas ekonomi, sehingga mengurangi distorsi ekonomi. 
4. Ability to Implement (Asas Kemampuan Melaksanakan) 
       Adanya political acceptabitily untuk menerapkan pajak. Terdapat dukungan 
kapasitas administrasi dan skill aparat pajak yang memadai. 
5. Suitability as a Local Revenue Cource (Aspek cocok sebagai sumbar 
pendapatan) 
a. Harus jelas Pemerintah Daerah mana yang harus menerima pajak. 
b. Kedudukan objek pajak harus jelas, agar pajak tidak mudah dihindari 
dengan cara memindahkan objek pajak dari satu daerah ke daerah lain. 
 
2.3.4 Tolok Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah 
       Menurut Davey (1998:36), terdapat empat kriteria untuk meniali potensi 







1. Kecukupan dan Elastisitas 
       Kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat 
menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar 
pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis. Contoh: karena terjadi inflasi 
maka akan terjadi kenaikan harga-harga juga ada peningkatan jumlah penduduk 
dan bertambahnya pendapatan suatu daerah. Dalam hal ini elastisitas 
mempunyai dua dimensi yaitu: 
a. Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri. 
b. Sebagaimana kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut. 
       Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama 
beberapa tahun dengan perubahan-perubahan pada indeks harga, penduduk 
maupun Pendapatan Nasional Per Kapita (GNP). 
2. Keadilan 
       Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa pengeluaran 
pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan 
kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. 
3. Kemampuan Administrasi 
       Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian 
bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan 
memunggut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai. 
4. Kesepakatan Politis 
       Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur 
tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut 







2.4 Pajak Penerangan Jalan 
       Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu Pajak Daerah 
Kabupaten/Kota. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 
2002, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik 
dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, 
yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. 
       Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan 
yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak 
yang diperoleh dari penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai 
penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu 
jalan. 
       Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara withholding 
system dengan PT.PLN sebagai wajib pungut. Sistem seperti ini memudahkan 
dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas pembebanan rekening listrik 
didalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak penerangan jalan. Hal ini 
membuat Pajak Penerangan Jalan cocok ditetapkan sebagai Pajak Daerah. 
 
2.4.1 Objek Pajak Penerangan Jalan 
       Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 
2011 Tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, 
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir 
Dan Pajak Air Tanah yang ditetapkan sebagai objek Pajak Penerangan Jalan 
adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang 






2.4.2 Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan 
       Dikecualikan  dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana yang 
terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja adalah : 
a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 
b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh 
kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; 
c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas 
tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. 
 
2.4.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan 
       Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang 
dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang 
pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik 
disediakan oleh sumber lain.  
 
2.4.4 Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan 
1. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. 
2. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ditetapkan: 
a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, 
Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap 
ditambah dengan biaya pemakaian KWH/variabel yang ditagihkan dalam 
rekening listrik. 
b. Dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik 





jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku 
dalam daerah. 
 
2.4.5 Tarif Pajak Penerangan Jalan 
       Berdasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Tana 
Toraja maka: 
1. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 
2. Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan 
minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 
3% (tiga persen). 
3. Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan 
Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). 
 
2.4.6 Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan 
       Pajak penerangan jalan dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 
dengan dasar pengenaan pajak, atau bila dituliskan dalam bentuk rumus sebagai 
berikut: 
       Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 
                   = Tarif Pajak x Nilai Jual Tenaga Listrik 
Untuk penggunaan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN 
merupakan SPTPD, sedangkan penggunaan listrik bukan PLN penetapan 
besarnya pajak penerangan jalan dihitung berdasarkan jumlah pembayaran yang 
tertera dalam kwitansi pembayaran yang diberikan kepada pelanggan listrik dan 







2.4.7 Potensi Pajak Penerangan Jalan 
       Definisi potensi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008:1207) adalah: 
              “Potensi adalah daya kekuatan; kemapuan; kesanggupan.” 
       Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa potensi Pajak Penerangan 
Jalan  yang dimaksud adalah segala kempuan yang dimiliki Pajak Penerangan 
Jalan untuk menjadi sumber penerimaan bagi suatu daerah. Potensi Pajak 
Penerangan Jalan diperoleh dengan cara mengalikan basis pajak (Tax Base) 
Pajak Penerangan Jalan dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak (Tax Base) 
merupakan perhitungan biaya tarif beban dengan biaya pemakain listrik (KWH). 
Untuk mendapatkan hasil biaya tarif beban caranya mengalikan persentase 
Pajak Penerangan Jalan berdasarkan golongan pelanggan (golongan rumah 
tangga, bisnis, dan industri), jumlah pelanggan PLN dan rata-rata tarif dasar 
listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN. Sedangkan untuk 
mendapatkan hasil biaya pemakaian listrik (KWH) caranya mengalikan 
persentase Pajak Penerangan Jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN, 
jumlah pemakaian listrik (KWH) dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-
masing golongan pelanggan PLN. 
  
2.4.8 Efektifitas Pajak Penerangan Jalan 
       Menurut Mardiasmo (2009:17) “efektifitas merupakan ukuran seberapa jauh 
tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi”. Dari penjelasan 
ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa efektifitas digunakan untuk mengukur 
rasio keberhasilan dalam pemungutan pajak. Semakin besar rasio maka semakin 
efektif pemungutan pajak tersebut. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai 
kategori efektifitas, ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam 





       Adapun pengukuran nilai efektifitas secara lebih rinci bedasarkan kriteria 
kinerja keuangan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman 
penilaian dan kinerja keuangan sebagai berikut: 
1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat 
efektif. 
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 85% sampai dengan 95% berarti  
cukup efektif. 
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 65% sampai dengan 84% berarti 
kurang efektif. 
4. Hasil perbandingan tingkat pencapaian di bawah 65% berrti tidak efektif. 
 
2.5      Penelitian Terdahulu 
       Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan 
penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Adapun penelitian 
tersebut antara lain: 
1. Skripsi Riedel S.M Monginsidi (2013) dengan judul “Analisis Penerimaan 
Pajak Penerangan Jalan Di Dinas Pengelolaan Aset, Dan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Minahasa”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas Pajak 
Penerangan Jalan di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Minahasa. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 
data yang berasal dari Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektifitas Pajak 
Peneranagan Jalan Kabupaten Minahasa dari tahun 2009-2012 rata-rata 
sebesar 99.84%. Hal ini berarti bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan 





Daerah tahun 2009-2012 diatas 100%. Hal ini berarti bahwa penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa 
sangat tinggi.  
2. Skripsi Arieyani Widyarti Indrakusuma (2011) dengan judul “Potensi  
Penerimaan Dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Di Kota Semarang”. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi penerimaan Pajak Penerangan 
Jalan dan efektifitas Pajak Penerangan Jalan di kota Semarang selama tahun 
2003 hingga 2009. Selain itu, dilakukan identifikasi faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder periode 2001-2009. Metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan 
analisis regresi pada data interpolasi. Penelitian ini menghasilkan temuan jumlah 
pelanggan, daya tersambung dan pemakaian listrik berpengaruh signifikan 
terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang dan secara 
keseluruhan variabel bebasnya mampu menjelaskan penerimaan pajak 
penerangan jalan di Kota Semarang. Hasil perhitungan potensi Pajak 
Penerangan Jalan di Kota Semarang menunjukkan bahwa potensi Pajak 
Penerangan Jalan di Kota Semarang masih sangat besar. Golongan Industri 
mempunyai potensi Pajak Penerangan Jalan terbesar. Efektifitas Pajak 
Penerangan Jalan menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak 
Penerangan Jalan di Kota Semarang belum efektif. 
3. Skripsi Ainul Mardiah Rapi (2010) dengan judul “Peran Pajak Reklame Dalam 
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar”. Peneliian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pajak Reklame dalam meningkatkan 
PAD di Kota Makassar, untuk mengungkap efektifitas pengelolaan 





di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan 
kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan diolah dengan teknik analisis 
proporsi, analisis koefisien korelasi, analisis elastisitas, analisis efektifitas, 
analisis efisiensi, dan analisis prospek. Hasil proporsi dari pajak Reklame 
terhadap PAD Kota Makassar selama kurun waktu lima tahun yaitu sejak tahun 
2004-2008 masih relatif kecil, yaitu antara 0.20% sampai 0.30% dengan rata-rata 
proporsi sebesar 0.26%. Walaupun sumbangan kecil, namun Pajak Reklame 
cukup berperan dalam mempengaruhi peningkatan PAD di Kota Makassar. Hal 
ini terbukti dari nilai koefisien korelasi, yaitu sebesar 94% artinya terdapat 
hubungan yang sangat kuat antara Pajak Reklame dengan PAD. Hal ini juga 
terbukti dari derajat kepekaan antara Pajak Reklame dengan PAD, selama kurun 
waktu lima tahun yaitu sejak tahun 2004-2008 adalah elastik. Maksudnya PAD 
akan mengalami perubahan sebesar lebih dari 1% jika terjadi perubahan atas 
Pajak Reklame sebesar 1%. Pajak Reklame di Kota Makassar dinilai masih 
belum efektif dan efisien dalam penerimaannya. Belum efektif sebab nilai yang 
didapat dari perhitungan efektifitas masih mengalami fluktuasi setiap tahunnya, 
walaupun rasio yang menentukan besarnya biaya pemungutan atas Pajak 
Reklame adalah dengan mengambil prosentase dan realisasi Pajak Reklame 
bukan dari target Pajak Reklame agar nilai efisiensi yang didapat tidak bias. 
4. Skripsi Indra Riady (2010) dengan judul “Analisis Potensi Penerimaan Dan 
Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Garut”. Tujuan penelitian ini 
adalah menganalisis potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan efektifitas 
Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut dari tahun 2005 hingga tahun 2009. 
Selain itu, dilakukan pula perhitungan daya pajak (tax effort). Model analisis yang 





basis data dan tarif Pajak Penerangan Jalan kemudian perhitungan efektifitas 
Pajak Penerangan Jalan yang didasarkan pada realisasi penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan, untuk daya pajak (Tax Effort) perhitungannya didasarkan 
pada realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Produk Domestik 
Regional Bruto di Kabupaten Garut. Hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan menunjukkan bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan di 
Kabupaten Garut belum tercapai secara optimal. Golongan Rumah Tangga 
memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan paling besar. Efektifitas 
Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan 
Pajak Penerangan Jalan belum efektif. Daya Pajak (Tax Effort) menunjukkan 
masih rendahnya daya pajak, artinya kemampuan masyarakat dalam membayar 
pajak masih rendah. 
5. Skripsi Nursida (2005) dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan 
orang (Orang Pribadi) Di Kantor Pelayanan Pajak Makassar. Hasil penelitian 
menunjukkan realisasi penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan Orang 
Pribadi pada periode 1994/1995-2003/2004 mengalami rata-rata perkembangan 
positif sebesar 10.85%. Adapun tingkat efektifitasnya mengalami rata-rata 
perkembangan yang efektif sebesar 96.74% walaupun pada tahun-tahun tertentu 
mencapai kategori cukup efektif bahkan sampai pada keadaan yang tidak efektif. 
Sedangkan kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, baik 
terhadap penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 1.94%, hasil ini cukup besar 
mengingat jumlah komponen yang mendukung penerimaan pajak yang 
jumlahnya cukup besar pula, walaupun mengalami penurunan terutama terjadi 







2.6    Kerangka Pemikiran 
       Salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. 
Upaya pemerintah dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah salah satunya 
dengan mengefektifkan sektor pendapatan Pajak Penerangan Jalan. Potensi 
Pajak Peneragan Jalan diperoleh dengan cara mengalikan Basis Pajak 
Penerangan Jalan dengan Tarif Pajak Penerangan Jalan yang berlaku. Dimana 
Basis Pajak Penerangan Jalan diperoleh dari penjumlahan antara biaya beban 
listrik dengan biaya pemakaian listrik. Apabila Potensi Pajak Penerangan Jalan 
tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan 
realisasi pendapatan Pajak Penerangan Jalan yang diterima, maka Pajak 
Penerangan Jalan tersebut telah efektif.  
       Dengan efektifnya Pajak Penerangan Jalan maka dihasilkan pendapatan 
Pajak Penerangan Jalan yang maksimal, dimana diharapkan memberikan 
kontribusi yang tinggi terhadap Pajak Daerah yang juga turut berimbas pada 















































Pajak Penerangan Jalan 
Efektifitas Pajak 
Penerangan Jalan 
Basis Pajak Penerangan Jalan X Tarif Pajak 
 
Potensi Penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan 
Peningkatan Pajak Daerah 










3.1       Rancangan Penelitian 
       Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif 
merupakan metode analisis data  dengan cara mengumpulkan data yang sudah 
ada, kemudian mengolahnya, dan menjadikannya dalam bentuk tabel, grafik, dan 
dibuat analisis agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang beragam bagi 
pengambil keputusan sebagai dasar dalam pembuatan keputusan. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran secara 
sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dari hubungan antar fenomena yang 
diteliti pada suatu perusahaan. Gambaran yang sistematis dan akurat diperoleh 
dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan data sehingga akan memberikan 
hasil yang konkrit pada permasalahan dan kemudian dilaksanakan analisis 
sehingga dapat ditarik kesimpulan. 
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  
       Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan 
Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja dan PT. PLN Area Palopo Rayon Makale. 










3.3 Jenis dan Sumber Data 
       Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 
menggunakan data deret berkala (time series), atau runtut waktu selama lima 
tahun yaitu dari tahun 2009-2013. Data sekunder ini diperoleh melalui media 
perantara, dalam hal ini dari instansi pemerintah diantaranya sebagai berikut: 
1. Data Biaya Beban Listrik dan Biaya Pemakaian setiap bulan selama tahun 
2009-2013, bersumber dari PT. PLN Area Palopo Rayon Makale. 
2. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Tana Toraja tahun 
2009-2013, bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan 
Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
       Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi 
yaitu dengan mengumpulkan data dari laporan-laporan terseleksi yang relevan 
dengan topik yang akan diteliti. Adapun data tersebut diperoleh dari Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja 
dan data mengenai biaya tarif beban listrik dan biaya pemakaian listrik per 
golongan tarif diperoleh dari PT. PLN Area Palopo Rayon Makale. 
 
3.5 Analisis Data 
       Metode analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian 
adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menghitung potensi peneriman Pajak Penerangan Jalan pertama 
perlu diketahui basis Pajak Penerangan Jalan (Tax Base) dengan rumus: 





Setelah diperoleh basis pajaknya, kemudian potensi penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan dapat dihitung menggunakan rumus: 
Potensi PPJ= Tax Base   Tarif Pajak  
2. Setelah diperoleh potensinya, maka kita dapat mengukur efektifitasnya 
menggunakan rumus: 
                    Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 
       Efektifitas  =                                                                                 x 100% 
         Potensi Pajak Penerangan Jalan 
 
3. Untuk memberikan gambaran prospek penerimaan Pajak Penerangan Jalan 
Kabupaten Tana Toraja di masa yang akan datang dapat dihitung 
menggunakan analis trend dengan rumus: 
       
Keterangan: 
 = Nilai Trend Pajak Penerangan Jalan 
 = Konstanta 
 = Koefisien kecondongan garis trend 







4.1 Gambaran Umum Kabupaten Tana Toraja 
       Letak astronomis Tana Toraja berada pada 200-300 LS dan 1190-1200 BT. 
Luas wilayahnya sebesar 2.054.30 km2. Adapun batas wilayahnya, sebelah Utara 
berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi Barat, sebelah 
Selatan berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang, 
sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu, dan sebelah Barat 
berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Barat. Suku Toraja yang mendiami daerah 
pegunungan dan mempertahankan gaya hidup yang khas dan menunjukkan gaya 
hidup Austronesia yang asli dan mirip dengan budaya Nias. Daerah ini merupakan 
salah satu objek wisata di Sulawesi Selatan. 
       Kebanyakan masyarakat Toraja hidup sebagai petani. Komoditi andalan dari 
Tana Toraja adalah sayur-sayuran, kopi, cengkeh, coklat, dan vanili. 
Perekonomian di Tana Toraja digerakkan oleh enam pasar tradisional dengan 
sistem perputaran setiap enam hari. Keenam pasar yang tersebut adalah: Pasar 
Makale, Pasar Rantepao (Toraja Utara), Pasar Ge’tengan, Pasar Sangalla’, Pasar 
Rembon, dan Pasar Salubarani. 
       Jumlah penduduk di Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Survey Sosial 
Ekonomi Nasional Tahun 2009 adalah 240.249 jiwa yang tersebar di 19 
kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yakni 32.402 jiwa mendiami 
Kacamatan Makale. Kepadatan penduduk di Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 







4.2 Pembahasan dan Hasil 
4.2.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja 
       Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa Pemerintah Daerah merupakan hal 
yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Pusat, maka kemandirian daerah dalam 
rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap Pemerintah Daerah harus dapat 
membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan Asli Daerahnya. Sebagai tindak 
lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam 
pelaksanaan pemerintahan di daerah maka upaya untuk meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah adalah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi 
pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. 
       Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam usaha untuk mengembangkan dan 
membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber 
Pendapatan Asli Daerah sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut 
dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, agar 
peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi 
secara konsisten. 
       Untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam 
mengelolah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, dan 
perkembangannya didalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya 
roda pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja, berikut ini akan disajikan data 









Tabel 4.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kab. Tana Toraja Periode        
2009-2013 
Tahun Target Realisasi Persentasi 
(%) 
Pertumbuhan (%) 
2009 23.289.166.000 17.947.570.044 77,06 - 
2010 26.243.939.544 20.283.616.778 77,29 13,02 
2011 27.346.615.417 19.686.833.802 71,99 (2,94) 
2012 29.687.414.140 31.720.677.572 106,85 61,13 
2013 36.471.129.208 38.776.667.265 106,32 22,24 
 Sumber: DDPKAD Kab. Tana Toraja 2015, data diolah     
       Berdasarkan tabel 4.1, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja 
secara keseluruhan dapat dikatakan mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 
Pendapatan Asli Daerah menghasilkan Rp 17.947.570.044 dan mengalami 
kenaikan pada tahun 2010 menjadi Rp 20.283.616.778. Walaupun pada tahun 
2011 Pendapatan Asli Daerah Tana Toraja mengalami penurunan menjadi Rp  
19.686.833.802 namun pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang cukup 
signifikan menjadi Rp 31.720.677.572 dan pada tahun 2013 meningkat lagi 
menjadi Rp 38.776.667.265 
       Peningkatan ini sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dimana daerah 
sudah mulai untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Kenaikan dari 
realisasi PAD Kab. Tana Toraja tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah 
Daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari sumber pajak 
dan retribusi yang potensial. Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan 
penerimaan daerah tersebut melalui penyederhanaan dan perbaikan sistem 
administrasi perpajakan nasional, pengklasifikasian retribusi dengan kriteria 
tertentu, serta penyederhanaan tarif pajak dan retribusi.  
       Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Tana 
Toraja untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui intensifikasi 





pemberlakuan/pelaksanaan sistem pungut sesuai dengan petunjuk yang ada 
dalam Mapatda, diadakan penyempurnaan administrasi sarana/prasarana kerja 
dengan menggunakan sistem komputerisasi, diadakan pendekatan kepada 
masyarakat/wajib retribusi melalui penyuluhan-penyuluhan, meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk Tim Penagihan Retribusi, 
sehingga Wajib Retribusi dapat membayar kepada petugas penagih yang ditunjuk 
dengan Surat Perintah Tugas, diadakan pencarian tunggakan secara 
berkesinambungan, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait terutama yang 
berkenaan dengan perubahan data, penyampaian Surat Ketetapan Retribusi tepat 
pada waktunya, mengadakan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan di 
lapangan, dan meningkatkan kualitas aparatur dengan mengikutsertakan 
karyawan untuk mengikuti kursus-kursus/penataran mengenai Pendapatan 
Daerah.  
       Sedangkan secara ekstensifikasi seperti mendata ulang obyek-obyek retribusi 
yang ada dengan cara menerbitkan administrasi dan penyesuaian tarif retribusi 
melalui perubahan Peraturan Daerah. Upaya Pemerintah Daerah dalam 
memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat dilakukan dengan 
berbagai cara antara lain mengundang investor untuk turut menyediakan 
pelayanan masyarakat tersebut. Pada sisi lain, dari kalangan dunia usaha dalam 
era globalisasi saat ini yang dicirikan oleh derajat kompetisi yang tinggi diperlukan 
adanya daya saing yang semakin tangguh. Oleh karena itu pengusaha dituntut 
untuk semakin profesional dalam berproduksi secara efisien. Akan tetapi tuntutan 
tersebut dalam prakteknya mengalami dilema yaitu disatu pihak Pemerintah 
Daerah harus dapat menarik minat pengusaha dengan memberikan berbagai 
perangsang dan kemudahan bagi investor, sementara dilain pihak Pemerintah 





kalangan dunia usaha. Pada gilirannya kondisi tersebut menyebabkan rendahnya 
minat investor di daerah guna meningkatkan efesiensi usaha. Untuk memecahkan 
permasalahan tersebut, upaya yang serius dilakukan melalui rasionalisasi 
pungutan di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah 
mengambil langkah deregulasi pada tanggal 7 Juli 1997, yaitu dikeluarkannya 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah serta peraturan pelaksanaanya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 
20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan ini, pungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih disederhanakan, yang berorientasi pada 
perampingan jenis proses pengutan, penyempurnaan struktur tarif dan 
penyederhanaan prosedur Retribusi Daerah melalui upaya yang terus-menerus 
yang kesemuanya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah. 
       Pemerintah menyadari bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian 
yang turut menentukan suksesnya pembangunan yang dilaksanakan maka 
pemerintah mengusahakan agar tidak terjadi lagi penurunan atau minimal 
mempertahankan nilai yang dicapai sebelumnya dengan jalan peningkatan 
pengawasan yang intensif dari petugas/aparat yang bersangkutan serta 
memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya 
Pendapatan Asli Daerah tersebut dalam menunjang pembangunan. 
 
4.2.2 Perkembangan Pajak Daerah di Kabupaten Tana Toraja 
       Untuk melihat sejauh mana penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tana 
Toraja dan perkembangannya, berikut disajikan data tentang perkembangan 







Tabel 4.2 Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Tana Toraja Periode 2009-
2013 




2009 2.109.000.000 1.788.539.524 84,81 - 
2010 2.109.000.000 1.811.302.161 85,89 1,27 
2011 2.141.100.000 2.356.018.513 110,04 30,07 
2012 2.348.050.000 3.376.529.606 143,80 43,32 
2013 2.398.050.000 3.882.204.835 161,90 14,98 
   Sumber: DDPAD Kab. Tana Toraja 2015, data diolah 
       Tabel 4.2 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Daerah selama 
lima tahun terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2009 mencapai Rp 
1.788.539.524,- dan selanjutnya pada tahun 2010 menjadi Rp 1.811.302.161,- 
Pada tahun 2011 penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp 2.356.018.513,- dan 
pada tahun 2012 dan 2013 terus mancapai peningkatan masing-masing menjadi 
Rp 3.376.529.606,- dan Rp 3.882.204.835,-.  
 
4.2.3 Perkembangan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Tana Toraja dan 
Kontribusinya terhadap PAD dan Pajak Daerah 
       Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang 
memiliki penerimaan tertinggi dibandingkan dengan Pajak Daerah lainnya. 
Pengelolaan PPJ di Kab. Tana Toraja pemungutannya tetap dilakukan oleh PLN 
dan dibayar bersamaan dengan pembayaran rekening listrik yang tarifnya sebesar 
10% sesuai dengan Perda yang berlaku di kabupaten tersebut. Berikut disajikan 











Tabel 4.3 Perkembangan Pajak Penerangan Jalan Kab. Tana Toraja Periode  
2009-2013 
Tahun Target Realisasi Persentasi 
(%) 
Pertumbuhan 
2009 1.250.000.000 1.166.155.370 93,29 - 
2010 1.250.000.000 1.274.272.330 101,94 9,27 
2011 1.116.000.000 1.379.132.809 123,58 8,23 
2012 1.200.000.000 1.882.250.969 156,85 36,48 
2013 1.200.000.000 2.123.222.635 176,94 12,80 
  Rata-rata 130,52 16,70 
Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja 2015, data diolah 
       Pada tabel 4.3 dapat dilihat dari segi realisasi penerimaan PPJ, maka 
ternyata realisasi penerimaan PPJ dari tahun ke tahun terus meningkat dan rata-
rata melampaui target yang telah ditetapkan. Artinya perkiraan-perkiraan 
penerimaan PPJ yang telah ditetapkan oleh Pemda setempat telah dapat 
terlampaui, hal ini tentu saja berkaitan dengan kebijakan mengenai pemungutan 
PPJ itu sendiri, dimana nilai PPJ sangat tergantung pada kemampuan pelanggan 
untuk menggunakan daya listrik yang tersedia. Pertumbuhan rata-rata yang 
dicapai dalam jangka waktu lima tahun sebesar 16,70 %, artinya dalam kurun 
waktu tersebut PPJ mengalami tingkat pertumbuhan yang cukup signifikan.  
       Untuk melihat seberapa besar tingkat kontribusi PPJ terhadap PAD dan Pajak 












Tabel 4.4 Kontribusi PPJ terhadap PAD dan Pajak Daerah di Kab. Tana Toraja 
Periode 2009-2013 
Tahun PAD PD PPJ Kontribusi (%) 
PAD PD 
2009 17.947.570.044 1.788.539.524 1.166.155.370 6,50 65,20 
2010 20.283.616.778 1.811.302.161 1.274.272.330 6,28 70,35 
2011 19.686.833.802 2.356.018.513 1.379.132.809 7,01 58,54 
2012 31.720.677.572 3.376.529.606 1.882.250.969 5,93 55,75 
2013 38.776.667.265 3.882.204.875 2.123.222.635 5,48 54,69 
Sumber : DDKAD Kab. Tana Toraja 2015, data diolah 
       Dapat dilihat dari tabel di atas pada tahun 2009 kontribusi PPJ terhadap Pajak 
Daerah mencapai 65,20% dan terhadap Pendapatan Asli Daerah mencapai 
6,50%, kemudian pada Tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 70,35% 
pada Pajak Daerah namun mengalami penurunan menjadi 6,28% terhadap 
Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2011 kontribusi PPJ terhadap Pajak Daerah 
mengalami penurunan menjadi 58,54% namun di sisi yang lain PPJ mengalami 
peningkatan kontribusi terhadap PAD menjadi 7,01%. Pada tahun 2012 kontribusi 
PPJ terhadap Pajak Daerah kembali menurun menjadi 55,75% dan juga kontribusi 
PPJ terhadap PAD juga menurun sebesar 1,08% menjadi 5,93%. Kontribusi PPJ 
terhadap Pajak Daerah dan PAD terus mengalami penurunan di tahun 2013, 
masing-masing menjadi 54,69% dan 5,48%. Hal ini menunjukkan bahwa 
kontribusi PPJ terhadap Pajak Daerah dan PAD di Kab. Tana Toraja masih 
berfluktuatif atau kurang stabil. 
 
4.2.4 Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tana Toraja 
       Untuk menghitung potensi Pajak Penerangan Jalan maka pertama-tama kita 





tarif pajak yang berlaku untuk masing-masing golongan tersebut. Berikut akan 
disajikan data mengenai potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Toraja 
dari tahun 2009-2013. 
1. Analisis potensi PPJ Kab. Tana Toraja tahun 2009: 
Tabel 4.5 Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Tahun 2009 
Golongan Biaya Beban Biaya Pemakaian Basis Pajak 
Sosial 50.291.370 680.413.101 730.704.471 
Rumah Tangga 2.595.246 9.932.769.030 9.935.364.276 
Bisnis 65.249.700 1.730.429.810 1.795.679.510 
Industri - 204.530.786 204.530.786 
Publik 12.369.750 1.346.289.770 1.358.659.520 
Sumber: PT. PLN Area Palopo Rayon Makale 2015, data diolah 
Setelah basis pajaknya diketahui, maka kita dapat menghitung potensi Pajak 
Penerangan Jalan seperti berikut: 
Tabel 4.6 Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2009 
Golongan Basis Pajak Tarif Potensi 
Sosial 730.704.471 10% 73.070.447 
Rumah Tangga 9.935.364.276 10% 993.536.428 
Bisnis 1.795.679.510 10% 179.567.951 
Industri 204.530.786 10% 20.453.079 
Publik 1.358.659.520 10% 135.865.952 
  Jumlah 1.402.493.857 
Sumber: Data diolah 
Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, maka potensi Pajak Penerangan 











2. Analisis Potensi PPJ Kab. Tana Toraja tahun 2010 
Tabel 4.7 Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Tahun 2010 
Golongan Biaya Beban Biaya Pemakaian Basis Pajak 
Sosial 55.764.923 732.640.823 788.405.746 
Rumah Tangga 2.753.682 10.100.439.204 10.103.192.882 
Bisnis 70.635.932 1.998.341.637 2.068.977.569 
Industri - 275.439.607 275.439.607 
Publik 14.200.660 1.642.397.000 1.656.597.660 
Sumber: PT. PLN Area Palopo Rayon Makale 2015, data diolah 
Setelah basis pajak Penerangan Jalan diperoleh, maka perhitungan potensinya 
sebagai berikut: 
Tabel 4.8 Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan tahun 2010 
Golongan Basis Pajak Tarif Potensi 
Sosial 788.405.746 10% 78.840.575 
Rumah Tangga 10.103.192.882 10% 1.010.319.288 
Bisnis 2.068.977.569 10% 206.897.757 
Industri 275.439.607 10% 27.543.961 
Publik 1.656.597.660 10% 165.659.766 
  Jumlah 1.489.261.347 
Sumber: Data diolah 
Dari tabel di atas kita dapat mengetahui bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan 
Kabupaten Tana Toraja mencapai Rp 1.489.261.347,-. Angka ini meningkat dari 













3. Perhitungan Potensi PPJ Kab. Tana Toraja tahun 2011 
Tabel 4.9 Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Tahun 2011 
Golongan Biaya Beban Biaya Pemakaian Basis Pajak 
Sosial 69.380.773 850.113.425 919.494.198 
Rumah Tangga 3.350.679 10.176.832.300 10.180.182.979 
Bisnis 80.542.750 2.245.929.133 2.326.471.883 
Industri - 300.473.924 300.473.924 
Publik 15.257.397 2.100.350.679 2.115.608.076 
Sumber: PT. PLN Area Palopo Rayon Makale 2015, data diolah 
Setelah diketahui basis pajaknya, maka potensinya akan dihitung sebagai berikut: 
Tabel 4.10 Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2011 
Golongan Basis Pajak Tarif Potensi 
Sosial 919.494.198 10% 91.949.420 
Rumah Tangga 10.180.182.979 10% 1.018.018.298 
Bisnis 2.326.471.883 10% 232.647.188 
Industri 300.473.924 10% 30.047.392 
Publik 2.115.608.076 10% 211.560.807 
  Jumlah 1.584.213.105 
Sumber: Data diolah 
Dari perhitungan pada tabel di atas, kita dapat melihat bahwa potensi Pajak 
Penerangan Jalan Kabupaten Tana Toraja mencapai Rp 1.584.213.105,- artinya 












4. Perhitungan PPJ Kab. Tana Toraja tahun 2012 
Tabel 4.11 Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Tahun 2012 
Golongan Biaya Beban Biaya Pemakaian Basis Pajak 
Sosial 75.124.859 933.091.313 1.008.216.172 
Rumah Tangga 3.655.770.101 11.483.378.963 15.139.149.064 
Bisnis 82.733.746 2.854.022.237 2.854.105.715 
Industri - 319.231.721 319.231.721 
Publik 16.491.039 2.260.992.057 2.277.483.096 
Sumber: PT. PLN Area Palopo Rayon Makale 2015, data diolah 
Dari perhitungan di atas, kita dapat menghitung potensi pajaknya sebagai berikut: 
Tabel 4.12 Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2012 
Golongan Basis Pajak Tarif Potensi 
Sosial 1.008.216.172 10% 100.821.617 
Rumah Tangga 15.139.149.064 10% 1.513.914.906 
Bisnis 2.854.105.715 10% 285.410.572 
Industri 319.231.721 10% 31.923.172 
Publik 2.277.483.096 10% 227.748.310 
  Jumlah 2.159.818.577 
Sumber: Data diolah 
Dari perhitungan di atas, kita dapat mengetahui bahwa potensi Pajak Penerangan 
Jalan Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2012 mencapai Rp 2.159.818.577,- 
artinya kembali ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya 












5. Perhitungan PPJ Kab. Tana Toraja tahun 2013 
Tabel 4.13 Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Tahun 2013 
Golongan Biaya Beban Biaya Pemakaian Basis Pajak 
Sosial 75.140.850 993.202.197 1.068.343.047 
Rumah Tangga 4.013.383.739 11.819.050.749 15.832.434.488 
Bisnis 83.531.415 2.995.008.079 3.078.539.494 
Industri - 444.033.691 444.033.691 
Publik 16.687.020 2.201.251.643 2.217.938.663 
Sumber: PT. PLN Area Palopo Rayon Makale 2015, data diolah 
Berdasarkan data di atas, maka potensi pajaknya dapat dihitung sebagai berikut: 
Tabel 4.14 Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan 2013 
Golongan Basis Pajak Tarif Potensi 
Sosial 1.068.343.047 10% 106.834.305 
Rumah Tangga 15.832.434.488 10% 1.583.243.449 
Bisnis 3.078.539.494 10% 307.853.949 
Industri 444.033.691 10% 44.403.369 
Publik 2.217.938.663 10% 221.793.866 
  Jumlah 2.264.128.938 
Sumber: Data diolah 
Dari tabel di atas, kita dapat melihat potensi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten 
Tana Toraja pada tahun 2013 mencapai Rp 2.264.128.938,- dan angka ini kembali 
meningkat sebesar Rp 104.310.688,- 
       Berdasarkan hasil analisis potensi yang digunakan untuk menghitung potensi 
Pajak Penerangan Jalan, maka kita dapat melihat berapa potensi Pajak 










Tabel 4.15 Potensi PPJ yang Belum Tergali Periode 2009-2013 
Tahun Potensi PPJ Realisas PPJ Potensi PPJ yang 
belum tergali 
2009 1.402.493.857 1.166.155.370 236.338.487 
2010 1.489.261.347 1.274.272.330 214.989.017 
2011 1.584.213.105 1.379.132.809 205.080.296 
2012 2.159.818.577 1.882.250.969 277.567.608 
2103 2.264.128.938 2.123.222.635 140.906.303 
  Jumlah 1.047.881.711 
 Sumber: Data diolah 
       Berdasarkan data pada tabel 4.15 di atas, kita dapat melihat bahwa selama 
kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2013 potensi Pajak 
Penerangan Jalan yang belum tergali mencapai Rp 1.047.881.711,-. Pada tahun 
2009 potensi Pajak Penerangan Jalan yang belum tergali mencapai Rp 
236.338.487,- dan menurun menjadi Rp 214.989.017,- pada tahun 2010. Pada 
tahun 2011 potensi yang belum tergali kembali menurun menjadi Rp 
205.080.269,- namun pada tahun 2012 potensi Pajak Penerangan Jalan yang 
belum tergali kembali membengkak mencapai Rp  277.567.608,-. Untunglah pada 
tahun 2013 potensi Pajak Penerangan Jalan yang belum tergali mengalami 
penurunan yang cukup signifikan menjadi Rp 140. 906. 303,-. Potensi Pajak 
Penerangan Jalan yang belum tergali ini dapat juga dicatat sebagai kerugian bagi 
pihak PT. PLN  
 
4.2.5 Analisis Efektifitas Pajak Penerangan Jalan 
       Efektifitas merupakan suatu pengukur keberhasilah terhadap organisasi 
dalam pencapaian tujuannya. Tingkat efektifitas Pajak Penerangan Jalan di 
Kabupaten Tana Toraja dihitung dengan membandingkan antara realisasi 





       Besarnya efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tana Toraja tahun 
2009-2013 adalah sebagai berikut: 









2009 1.166.155.370 1.402.493.857 83 Kurang Efektif 
2010 1.274.272.330 1.489.261.347 86 Cukup Efektif 
2011 1.379.132.809 1.584.213.105 87 Cukup Efektif 
2012 1.882.250.969 2.759.818.577 87 Cukup Efektif 
2013 2.123.222.635 2.264.128.938 94 Cukup Efektif 
 Sumber: Data diolah 
      Dari tabel di atas dapat dilihat seberapa besar tingkat efektifitas pemungutan 
Pajak Penerangan Jalan dari potensi yang ada. 
1. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2009 sebesar 
Rp.1.166.155.370,-  dan potensi yang dimiliki sebesar Rp. 1.402.493.857,. 
Adapun tingkat efektifitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari potensi 
yang dimiliki sebesar 83%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh DPKKAD 
Kabupaten Tana Toraja bersama PT. PLN Area Palopo Rayon Makale kurang 
efektif, karena masih terdapat 17% potensi yang belum tergali secara optimal. 
2. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2010 sebesar 
Rp.1.274.272.330,-  dan potensi yang dimiliki sebesar Rp. 1.489.261.347,. 
Adapun tingkat efektifitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari potensi 
yang dimiliki sebesar 86%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh DPKKAD 
Kabupaten Tana Toraja bersama PT. PLN Area Palopo Rayon Makale cukup 






3. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2011 sebesar 
Rp.1.379.132.809,-  dan potensi yang dimiliki sebesar Rp. 1.584.213.105,. 
Adapun tingkat efektifitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari potensi 
yang dimiliki sebesar 87%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh DPKKAD 
Kabupaten Tana Toraja bersama PT. PLN Area Palopo Rayon Makale cukup 
efektif, walaupun masih terdapat 13% potensi yang belum tergali secara 
optimal. 
4. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2012 sebesar 
Rp.1.882.250.969,-  dan potensi yang dimiliki sebesar Rp. 2.759.818.577,. 
Adapun tingkat efektifitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari potensi 
yang dimiliki sebesar 87%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh DPKKAD 
Kabupaten Tana Toraja bersama PT. PLN Area Palopo Rayon Makale cukup 
efektif, walaupun masih terdapat 13% potensi yang belum tergali secara 
optimal. 
5. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2013 sebesar Rp. 
2.123.222.635,-  dan potensi yang dimiliki sebesar Rp. 2.264.128.938,. 
Adapun tingkat efektifitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari potensi 
yang dimiliki sebesar 94%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh DPKKAD 
Kabupaten Tana Toraja bersama PT. PLN Area Palopo Rayon Makale cukup 









4.2.6 Analisis Prospek (Trend Linear) Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 
       Analisis trend merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk 
melakukan estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk 
melakukan peramalan dengan baik maka dibutuhkan berbagai macam informasi 
(data) yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relativ cukup 
panjang, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui samapai berapa 
besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
terhadap perubahan tersebut. 
       Secara teoretis, dalam analisis time series yang paling menentukan adalah 
kualitas atau keakuratan dari informasi atau data-data yang diperoleh serta waktu 
atau periode dari data-data tersebut dikumpulkan. Jika data yang dikumpulkan 
tersebut semakin banyak maka semakin baik pula estimasi atau peramalan yang 
diperoleh. Sebaliknya, jika data yang dikumpulkan semakin sedikit maka hasil 
estimasi atau peramalannya akan semakin jelek. Dalam penelitian ini, peneliti 
mengkhususkan pada analisis time series dengan Metode Kuadrat Terkecil. 
       Analisis ramalan bertujuan untuk mengetahui prospek perkembangan jumlah 
penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Tana Toraja untuk masa 
mendatang yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, yang dijadikan 
sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan perencanaan penerimaan 
Pajak Penerangan Jalan. Untuk memperoleh gambaran mengenai garis trend 
jumlah penerimaan Pajak Penerangan Jalan 5 tahun mendatang dapat dilihat 








Tabel 4.17 Dasar Perhitungan Ramalan (Metode Least Square) Penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan Kab. Tana Toraja Tahun 2009-2013 
Tahun Penerimaan PPJ 
(Y) 
X XY X2 
2009 1.166.155.370 -2 -2.332.310.740 4 
2010 1.274.272.330 -1 -1.274.272.330 1 
2011 1.379.132.809 0 0 0 
2012 1.882.250.969 1 1.882.250.969 1 
2013 2.123.222.635 2 4.246.445.270 4 
Jumlah 7.825.034.113  2.522.133.169 10 
Sumber: Data diolah 
       Secara umum persamaan garis liniear dari analisis time series adalah sebagai 
berikut: 
                         Y= a + bX 
Keterangan: 
Y= variable yang dicari trendnya 
X= variable waktu (tahun) 
       Sedangkan untuk mencari nilai konstanta (a) dan parameter (b) adalah 




















       Setelah diketahui masing-masing dari nilai a dan b, maka selanjutnya 





252.213.317 X. Dari persamaan trend linear tersebut, maka selanjutnya dapatlah 
diketahui prediksi realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten 
Tana Toraja selama 5 tahun yang akan datang (dari tahun 2015-2019) 
sebagaimana terdapat pada tabel 4.18: 
Tabel 4.18 Prediksi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kab. Tana Toraja Tahun 
2015-2019 






Sumber: Data diolah 
       Tabel 4.18 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan untuk 
tahun-tahun yang akan datang akan terus mengalami peningkatan, sehingga 
Pajak Penerangan Jalan perlu mendapatkan pengelolaan yang serius untuk 
memaksimalkan penerimaannya. Metode ini merupakan metode alternatif yang 
mungkin dapat dipakai Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk menentukan 
target penerimaan Pajak Penerangan Jalan maupun Pendapatan Asli Daerah. 
       Selama ini digunakan metode pendekatan langsung ke lapangan untuk 
mengetahui potensi-potensi yang ada dalam menentukan target penerimaan 
Pajak Penerangan Jalan. Metode pendekatan langsung memang lebih mendekati 
kebenaran tetapi kurang efisien, karena banyak mengeluarkan biaya. Dengan 
menggunakan metode analisis trend least square maka cukup dengan 
menghitung target penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang didasarkan dari 











       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis potensi Pajak 
Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Toraja, 
maka peneliti dapat menarik kesimpulan secara umum bahwa Pajak Penerangan 
Jalan di Kabupaten Tana Toraja dipungut berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2011, tarif pajak Penerangan Jalan di 
Kabupaten Tana Toraja sebesar 10% dikalikan dengan dasar pengenaan Pajak 
Penerangan Jalan. Dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan, pihak Pemda 
bekerjasama dengan pihak PLN memberlakukan suatu sistem, yang disebut 
witholding system.  Adapun kesimpulan dari fokus permasalahaan dalam 
penelitian ini mengenai potensi, efektifitas, dan prospek Pajak Penerangan Jalan 
akan dijabarkan sebagai berikut: 
1. Potensi Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Tana Toraja 
tahun 2009 sebesar Rp 1.402.493.857,- pada tahun berikutnya yaitu 
tahun  2010 sebesar Rp 1.489.261.347,- pada tahun 2011 sebesar Rp 
1.584.213.105,- pada tahun 2012 sebesar Rp 2.159.818.577,- dan pada 
tahun 2013 sebesar Rp 2.264.128.938,-. Dengan membandingkan hasil 
perhitungan potensi Pajak Penerangan Jalan dengan realisasi 
penerimaan Pajak Peneragan Jalan maka dapat dilihat bahwa rata-rata 
setiap tahun potensi yang belum tergali mencapai Rp 214.976.342,-. 
2.  Kontribusi Pajak Penerangan Jalan tahun 2009 mencapi 65,20% 
terhadap Pajak Daerah dan 6,50% terhadap Pendapatan Asli Daerah, 





terhadap Pajak Daerah namun mengalami penurunan kontribusi menjadi 
6,28% terhadap Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2011 kontribusi 
Pajak Penerangan Jalan mengalami penurunan menjadi 58,54% 
terhadap Pajak Daerah namun kontribusi terhadap Pendapatan Asli 
Daerah naik menjadi 7,01%. Pada tahun 2012 kontribusi Pajak 
Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah turun menjadi 55,75% dan hal 
yang sama terjadi pada kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah yang juga mengalami penurunan menjadi 
5,93%. Pada tahun 2013 tingkat kontribusi Pajak Penerangan Jalan 
terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah kembali mengalami 
penurunan menjadi 55,75% terhadap Pajak Daerah dan 5,48% terhadap 
Pendapatan Asli Daerah. 
3. Berdasarkan analisis tingkat efektifitas, dapat dilihat bahwa pemungutan 
Pajak Peneragan Jalan di Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2009-2013 
belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tingkat efektifitas yang dicapai 
rata-rata 80%. Pada tahun 2009, tingkat efektifitas hanya mencapai 83% 
yang dapat dikategorikan kurang efektif. Tahun 2010, tingkat efektifitas 
sebesar 86% yang dikategorikan cukup efektif. Pada tahun 2011 dan 
2011, tingkat efektifitas sama-sama mencapai angka 87% dan 
dikategorikan cukup efektif. Pada tahun 2013 tingkat efektifitas berada 
pada angka 94% namun ini masih dikategorikan cukup efektif.    
4. Berdasarkan analisis trend yang digunakan untuk melihat prospek 
penerimaan Pajak Penerangan Jalan maka dapat diketahui dalam jangka 
waktu lima tahun ke depan yaitu dari tahun 2015-2019 penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan akan mengalami peningkatan setiap tahun yang 





menarik karena selama lima tahun ke belakang yaitu dari tahun 2009-
2013 penerimaan Pajak Penerangan Jalan tidak pernah mancapai angka 
di atas tiga miliyar.  
5.2 Saran 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang yang dapat 
diberikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut: 
1. Dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan di 
Kabupaten Tana Toraja guna memberikan kontribusi pada Pendapatan 
Asli Daerah, maka pemerintah diharapakan menciptakan iklim kondusif 
bagi peningkatan sumber-sumber ekonomi rakyat di Kabupaten Tana 
Toraja. 
2. Seperti yang diketahui pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan 
oleh PLN yang aturannya dibuat oleh Pemda sehingga perlu ditingkatkan 
koordinasi yang lebih baik antara Pemda dengan pihak PLN, dalam 
mengupayakan peningkatan efektifitas penerimaan Pajak Penerangan 
Jalan.  
5.3 Keterbatasan Penelitian 
       Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya mengambil jangka waktu 
selama lima tahun yaitu dari tahun 2009-2013 sehingga tingkat keakuratan hasil 
analisis masih kurang lengkap selain itu penelitian ini hanya sekadar menghitung 
tingkat potensi Pajak Penerangan Jalan yang ada di Tana Toraja tanpa melihat 
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Lampiran 1: Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kab. Tana Toraja 
Tahun Target  Realisasi 
2009 23.289.166.000 17.947.570.044 
2010 26.243.939.544 20.283.616.778 
2011 27.346.615.417 19.686.833.802 
2012 29.687.414.140 31.720.677.572 
2013 36.471.129.208 38.776.667.265 
 
Lampiran 2: Target dan Realisasi Pajak Daerah di Kab. Tana Toraja 
Tahun Target  Realisasi 
2009 2.109.000.000 1.788.539.524 
2010 2.109.000.000 1.811.302.161 
2011 2.141.100.000 2.356.018.513 
2012 2.348.050.000 3.376.529.606 
2013 2.398.050.000 3.882.204.835 
 
Lampiran 3: Target dan Realisasi PPJ di Kab. Tana Toraja 
Tahun Target  Realisasi 
2009 1.250.000.000 1.166.155.370 
2010 1.250.000.000 1.274.272.330 
2011 1.116.000.000 1.379.132.809 
2012 1.200.000.000 1.882.250.969 
2013 1.200.000.000 2.123.222.635 
 
Lampiran 4: Biaya Beban dan Biaya Pemakaian untuk Golongan Sosial 
Tahun Biaya Beban  Biaya Pemakaian 
2009 50.291.370 680.413.101 
2010 55.764.923 732.640.823 
2011 69.380.773 850.113.425 
2012 75.124.859 933.091.313 










Lampiran 5: Biaya Beban dan Biaya Pemakaian untuk Golongan Rumah   
Tangga 
Tahun Biaya Beban  Biaya Pemakaian 
2009 2.595.246 9.932.769.030 
2010 2.753.682 10.100.439.204 
2011 3.350.679 10.176.832.300 
2012 3.655.770.101 11.483.378.963 
2013 4.013.383.739 11.819.050.749 
 
Lampiran 6: Biaya Beban dan Biaya Pemakaian untuk Golongan Bisnis 
Tahun Biaya Beban  Biaya Pemakaian 
2009 65.249.700 1.730.429.810 
2010 70.635.932 1.998.341.637 
2011 80.542.750 2.245.929.133 
2012 82.733.746 2.854.022.237 
2013 83.531.415 2.995.008.079 
 
Lampiran 7: Biaya Beban dan Biaya Pemakaian untuk Golongan Industri 
Tahun Biaya Beban  Biaya Pemakaian 
2009 - 204.530.786 
2010 - 275.439.607 
2011 - 300.473.924 
2012 - 319.231.721 
2013 - 444.033.691 
 
Lampiran 8: Biaya Beban dan Biaya Pemakaian untuk Golongan Publik 
Tahun Biaya Beban  Biaya Pemakaian 
2009 12.369.750 1.346.289.770 
2010 14.200.660 1.642.397.000 
2011 15.257.397 2.100.350.679 
2012 16.491.039 2.260.992.057 
2013 16.687.020 2.201.251.643 
 
